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ABSTRAK 

Salah satu lembaga yang termuat dalam konstitusi ialah Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR). DPR mempunyai wewenang, tugas, dan hak-hak untuk menjalankan fungsi 

sebagai lembaga negara. Selain itu, anggota DPR juga mempunyai hak-hak anggota, 

salah satunya adalah hak imunitas. Hak imunitas yang dimiliki anggota DPR diatur 

melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Hak 

imunitas saat ini menjadi persoalan publik mengingat keistimewaan berlakunya 

Undang-Undang yang mengatur tentang hak imunitas. Pengaturan hak imunitas 

dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 telah di uji di Mahkamah 

Konstitusi (MK), dengan Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018. Putusan tersebut telah 

memberikan hak imunitas kepada anggota DPR untuk dapat menggunakan hak 

tersebut dalam rapat atau luar rapat mengenai pernyataan, pertanyaan, dan/atau 

pendapat yang mana dalam hal itu anggota DPR tidak dapat dituntut di depan 

pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstitusionalitas hak 

imunitas anggota DPR dan menganalisis putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018. 

Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Dalam 

Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018, hakim MK telah mengeluarkan putusan 

mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, dimana Pasal 245 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2018 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak 

dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan 

kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana. 
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